PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)
JI. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp. purwakartakab.go.id

Nomor : 421]IPPSP-124SIDPMPTSP!2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah
Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0256000942997 tanggal 29 September 2020 dan Izin Usaha tanggal
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
y/Fax. 0264-8224794 emalil : b @purwakartakab,go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPSPN-1244/DPMPTSP/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

surat permohonan lzin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakot
dari UCI QUDBIVAH 8.Pd.I selaku pimpinan KB AMHA Nomor @ 009 /YANBU-AMHA /X1 /2020
Tanggal 3 November 2020,

bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidilkan
Kabupaten Purwakarta Nomor B48/933 /PAUD dan PNF tanggal 17-03-2021;

bitiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud pads hruf a dan b, maka periu
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinfu

' Kabupaten Purwakarta tentang lzin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional;

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakall terakhir dengan Undang - mmwmzmsm;paumwu
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
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;:-dimdﬂua Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Psuhmllumdl‘mﬂiﬂmdn sudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;




